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Abstrak 
Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun komoditas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Untuk memberikan kepastian atas hak tanah yang dimilikinya maka dibuatlah sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebgai tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Namun pada kenyataanya dalam pendaftaran sertfikat hak atas tanah bisa saja  terdapat kesalahan sehingga menimbulkan beberapa masalah, yang paling sering adalah adanya sertifikat ganda.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang adanya sertifikat  ganda yang dilihat dari perspektif Asas Akuntabilitas yang termasuk salah satu asas  Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, terhadap Pasal – Pasal yang mengatur permasalahan diatas serta dikaitkan dengan kejadian yang ada berupa kasus hukum. dalam kasus ini yang digunakan yakni Putusan No.170/G/2018/PTUN.SMG.Dalam kasus ini asas akuntabilitas  sangat penting karena dalam kasus tersebut adanya sertifikat ganda akibat dari ketidak cermatan sehingga menyebabkan adanya overlapping  dan  kegiatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pembuat sertifikat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Asas Akuntabilitas ini berkaitan dengan sertifikat ganda dalam Putusan No.170/G/2018/PTUN.SMG.
Kata Kunci: Tanah, Sertifikat, Asas–Asas Umum Pemerintahan  yang  Baik (AUPB)
Abstract
The existence of land cannot be separated from all human activities, on  the economic, social, political and cultural movements or community commodities. Its because land has a very important position and function for every human being in carrying out activities and continuing his daily life. To make sure over the land rights they have, a land title certificate is made which functions as a valid proof of land ownership. However, in fact, in the registration of land rights certificates, there can be errors that cause any problems, the mostly have a problem its double certificate. The purpose of this article its to find out about the existence of a double certificate seen from the perspective of the Principle of Accountability which is one of the “ Asas Umum pemerintahan yang baik” (AUPB). The type of research used in this research is normative juridical research which includes matters such as law, articles that regulate the above problems as well as existing events in the form of legal cases, in this case, Putusan No. 170/G/2018/PTUN.SMG. In this case the principle of accountability is very important because in that case there is a double certificate due to inaccuracy which causes overlapping and the activities of “Aparatur sipil Negara”  (ASN) as the certificate maker must be accountable to the public in accordance with the provisions of laws and regulations. Therefore, the Accountability Principle is related to the double certificate in “putusan”  No.170 / G / 2018 / PTUN.SMG.
Keywords : Land , Certificates , Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

PENDAHULUAN 
 Tanah memiliki peran yang sangat penting. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang kerapkali dapat menimbulkan perselisihan (Santoso 2011). Oleh karena itu, hak hak yang timbul diatas hak permukaan bumi (hak katas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda benda yang terdapat diatasanya merupakan suatu persoalan hukum karena dapat menimbulkan perselisihan apabila tidak diselesaikan dengan baik (Istanti and Khisni 2017) .  Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia hal ini telah diatur secara eksplisit  dalam Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”. Pasal 28H angka 4 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” 

 Sebagai jaminan hukum, hak tiap warga negara memiliki tanahnya maka dibuatlah sertifikat hak atas tanah . Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf C dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961  tentang Pendaftaran Tanah yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 ayat (1). Dengan diterbitkannya sertifikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak nya. Maksud diterbitkannya sertifikat ha katas tanah adalah agar dengan mudah dapat membuktikan nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Santoso 2011).
Namun, di indoneisa sendiri masih banyak masalah mengenai sertifikat hak atas tanah, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu kurangnya pemetaan, Pendaftaran yang tidak urut dan ketidakcermatan petugas pendaftaran. Salah satu permasalahn yag sering muncul ialah terbitnya sertifikat ganda (Sutedi 2014). Sertifikat ganda , yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertfikat , terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagaian (Sutedi 2014) . Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui terjadi penerbitan sertifikat ganda, yaitu saat sebidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat nya ternyata letak tanahnya saling tumpang tindi dan ketika pemegang sertifikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama orang lain.   Melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional dibentuk Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disingkat BPN, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas dalam Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Salah satu tugas BPN ialah bertanggung jawab apabila terjadi kecacatan dalam sistem administrasi pendaftaran tanah, sehingga salah satu masalahnya ialah timbul sertifikat ganda. Ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian inilah dapat menimbulkan pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dalam  Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Istilah ‘asas’ dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau AUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘asas hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum (Cekli Setya Pratiwi, SH. et al. n.d.) . Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Kata ‘umum’ berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang bersifat mendasar dan diterima sebagai prinsip oleh masyarakat secara umum (Yulita 2016). Kata ‘pemerintahan’ disebut juga sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah: “ Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”   Sedangkan kata “Baik” memiliki makna bahwa prinsip–prinsip yang berlaku umum tersebut didasarkan pada hal-hal yang baik atau patut atau layak untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai syarat dalam pembentukan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance”) (Yulita 2016).
 Salah satu kasus serifikat ganda yang melibatkan AUPB adalah sengketa dengan register Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG dalam sengketa ini yakni adalah kasus Istikomah (Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Demak yang diwakili oleh 3 orang pegawai negeri sipil (Tergugat). Penggugat terlebih dahulu memiliki sertifikat obyek sengketa ( Tanah Kebonbatur ) dimana terhitung sejak tanggal ditetapkannya/diterbitkannya sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian seharusnya sejak tanggal diterbitkannya sertifikat dimaksud Penggugat telah memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana penjelasan di atas , tanah yang sebelumnya sertifikat hak atas tanahnya oleh penggugat (Istikomah) telah dimohonkan penerbitan haknya oleh Muhammad Nur dan akhirnya terbit Sertifikat atas nama pihak lain. Tergugat seharusnya menolak Permohonan hak atau pensertifikatan yang diajukan oleh Muhammad Nur dan tidak menerbitkan Obyek Sengketa, karena dapat dipastikan secara hukum tidak sesuai dengan daftar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak oleh karena sebelumnya di atasnya telah terbit terlebih dahulu SHM atas nama Penggugat (ISTIKOMAH). Berdasarkan kasus diatas, Obyek Sengketa yang overlap dengan tanah milik Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa “apabila dapat dibuktikan terdapat cacat administrasi atas penerbitan Sertifikat (menumpuk/overlap dengan Sertifikat pihak lain yang terbit terlebih dahulu) maka Sertifikat tersebut dapat dibatalkan . Dalam dasar pengajuan Gugatan dari Penggugat tertulis bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Terdapat 3 azas yang dikemukakan oleh penggugat dalam Putusan tersebut, yakni Asas kecermatan, Azas Akuntabilitas, Azas kepastian hukum.
 Asas – asas tersebut tidak seluruhnya disertakan dalam putusan, hanay 2 diantara 3 asas yang akhirnya menjadi putusan hakim. Dalam Eksepsi yang disampaikan tergugat No. 11 pihak tergugat juga menyangkal telah melanggar asas AUPB. Namun dalam putusan yang menerangkan bahwa terdapat cacat hukum administrasi yang mengakibatkan kesalahan pada pengeluaran surat tanah yang overlapping tidak ditambahkan asas akuntabilitas. Dalam hal ini AUPB asas akuntabilitas harusnya disertakan karena dalam hal ini tergugat sebagai pegawai ASN ( ASN dalam kasus ini yakni Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Demak yang diwakili oleh 3 Orang Pegawai negeri sipil Kantor Pertahanan Kabupaten Demak  ) . 
Asas akuntabilitas menurut UU ASN 2014 adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik–baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945 (Suhady 2009).
Dari penjelasan diatas maka dasar asas akuntabilitas dalam putusan  harus disertakan dalam putusan hakim pada perkara dengan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG karena tergugat sebagai ASN tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. 
Berdasarkan Kasus diatas timbulah permasalahan yakni Apa saja pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG tentang pembatalan putusan dalam pelaksanaan AUPB  dan Bagaimana Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG tentang pembatalan sertifikat karena overlapping.  Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG tentang pembatalan sertifikat karena overlapping Terutama dalam  ranah Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta untuk mengetahui Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG tentang pembatalan sertifikat karena overlapping Terutama dalam  ranah Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) 
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, terhadap Pasal – Pasal yang mengatur permasalahan diatas serta dikaitkan dengan kejadian yang ada berupa kasus hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan (Fajar and Achmad 2007). Isu hukum dalam penelitian ini yakni konflik (karena hakim tidak mempertimbangkan asas akuntabilitas yang notabenya dilanggar oleh BPN dalam pertanggung jawaban Profesi). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu hukum konflik mengenai pelanggaran Asas Akuntabiltas , dalam putusan diatas hakim tidak menyertakan asas akuntabitas dalam hasil keputusannya, padahal asas kecermatan dan kepastian hukum yang tertera dalam hasil keputusan hakim berkaitan dengan asas akuntabilitas yakni tanggung jawab petugas BPN ( sebagai ASN) atas ketidak telitiannya dalam mengeluarkan surat sehingga terjadi  overlapping
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Fajar and Achmad 2007) .  Dalam permasalahan ini peraturan yang diperlukan ialah Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan. Pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yakni mengenai putusan hakim pengadilan negeri Semarang Dalam Perkara Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG tentang pembatalan sertifikat karena overlapping dan yang terakhir yakni Pendekatan konsep (conceptual Approach) , pendekatan ini berawal pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki 2010). 

Penulis akan mempelajari dan akan menemukan gagasan – gagasan yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep – konsep hukum dan asas- asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti hendak menggunakan konsep AUPB Yang berfokus pada pembatalan putusan pengadilan TUN mengenai sertifikat overlapping  yang tidak menyertakan asas akuntabilitas. 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer  yakni Undang-Undang No .9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Putusan Nomor 170G/2018/ PTUN.SMG Tentang pembatalan sertifikat karena  Sertifikat Ganda.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu peneliti memaparkan dan menjelaskan putusan hakim pada perkara yang akan di teliti oleh penulis.
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Kasus Posisi

Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memuat perkara Tata Usaha Negara mengenai objek sengketa  terkait Sertifikat Hak Milik Nomor : 06468 Desa Kebonbatur, Surat Ukur Nomor 00949/Kebonbatur/2016 tertanggal 17 Juni 2016 dengan luas ± 2.077 m² (lebih kurang dua ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Muhammad Nur yang terbit pada tanggal 13 Oktober 2016. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya disebabkan karena terdapat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dilakukan Oleh Tergugat yang dalam hal ini ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang mengeluarkan sertifikat hak milik ganda atas nama Penggugat yakni Istikomah dan Turut Tergugat Muhammad Nur sehingga mengakibatkan adanya sertifikat ganda. Dalam hal ini pihak pihak yang terlibat yakni :

- Penggugat :

Istikomah, jenis kelamin : Wanita, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat : Jl. Tlogo Timun I No. 22 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

-
Tergugat :


KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK, Tempat Kedudukan : Jl. Bhayangkaram Baru No. 1 Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1522/SKK.33-21.600/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 memberikan kuasa 
kepada :

 N a m a : AGUNG RAHMAT PURYADI, A.Ptnh, Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak , 

N a m a : 
BAMBANG HARYANTO HS, S.H.  Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan 
Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 

 Nama : SRI LESTARI, S,.ST.,  Jabatan : Kepala Sub 
Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Ketiganya adalah Warga 
Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Jln. Bhayangkara Baru No, 1 Demak.

· Turut Tergugat :


Muhammad Nur

Bahwa sebelumnya suami penggugat (Bernadus Agung Budi Prasetyo )  mendapat laporan bahwa terdapat pengerusakan dan peneyrobotan atas tanahnya, kemudian suami penggugat membuat Surat Pelaporan / Pengaduan kepada DIR. RESKRIMUM POLDA JATENG Laporan tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 oleh POLDA JATENG dilimpahkan ke POLRES DEMAK. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018 Polres Demak yang menerima pelimpahan perkara  telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang isinya  menyatakan bahwa Perkara yang dilaporkan/diadukan tersebut belum dapat ditingkatkan ke  tahap penyidikan dengan alasan belum diperoleh bukti yang cukup dikarenakan baik Pengadu maupun Teradu sama-sama memiliki bukti sah atas tanah yang menjadi Obyek Sengketa yaitu  SHM No. 3800 a.n ISTIKOMAH dan SHM No. 06468 a.n MUHAMMAD NUR yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (8 November 2018) . Kuasa Hukum Penggugat membuat Surat Permohonan untuk mediasi terkait adanya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dalam satu lokasi (overlap) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak namun tidak ada tanggapan. Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima 
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Desember 2018 di bawah register perkara Nomor: 170/G/2018/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Januari 2019.  
Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan  dan telah diputus oleh hakim adalah sebagai berikut :
a. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah terbitnya objek sengketa di Desa Kebonbatur dan di tanah hak milik Penggugat

b.  Menurut Majelis Hakim, objek sengketa a quo telah memenuhi keseluruhan kriteria/unsur-unsur suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

walaupun disyaratkan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian sertipikat tanah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan terkait dengan perkara aquo, apabila dalam suatu proses penerbitan keputusan tata usaha negara terdapat rangkaian keputusankeputusan, maka keputusan yang final dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum adalah keputusan yang terakhir dalam hal ini adalah sertipikat objek sengketa aquo Dengan demikian eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkaraa quoadalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak

c. Penggugat dianggap mengetahui secara kasuistis adanya objek sengketa,yang merugikan kepentingannya adalah pada tanggal 6 November 2019.  berdasarkan berdasarkan surat nomor: B/160/X/2018/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2018 perihal : surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)yang diterima Penggugat tanggal 6 November 2019 (vide bukti P-7) dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 7 Desember 2018 adalah masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang itentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berdasarkan pertimbangan hukum tesebut diatas maka eksepsi dari Tergugat yang mempersoalkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, karena gugatan Penggugat telah lewat waktu haruslah ditolak

d. penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa a quo terbukti cacat yuridis sehingga dinyatakan batal sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sertipikat hak milik objek sengketa a quo

e. Majelis Hakim hanya memutus 2 asas – asas umum pemerintaha n yang baik. Yakni, asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sedangkan asas akuntabilitas tidak disertakan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG tentang pembatalan putusan dalam pelaksanaan AUPB 

Putusan hakim merupakan hasil dari proses hukum di pengadilan, yang merupakan kesimpulan dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil.  Dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk lokasi tanah yang sama sebagai tanah terbitnya objek sengketa di Desa Kebonbatur dan di tanah hak milik Penggugat. “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi tumpang tindih atas penerbitan Objek sengketa a quo oleh Tergugat di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 3800/Desa Kebonbatur tanggal 26 Maret 2006 Surat Ukur Nomor : 01454/02.03/2003 tanggal 24 Pebruari 2004 luas : 2.184 m² atas nama Penggugat” . sudah terlihat jelas dari keterangan diatasa bahwa telah terjadi tumpang tindih pada objek sengketa yang mengabitkan keluarnya sertifikat ganda. Pendaftaran tanah yang dilakukan pada kasusu diatas meruapakna pendaftraan tanah secara sporadik “Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 6468/Desa Kebonbatur tercatat atas nama MUHAMMAD NUR, seluas 2.077 m2, terbit pada tanggal 13 Oktober 2016, adalah termasuk dalam pendaftaran secara sporadik 
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 

Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah :

a. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan;
b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran;
c. Penetapan Batas Bidang-bidang tanah;
d. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran.

e. Pembuatan Daftar Tanah;
f. Pembuatan Surat Ukur.

g. Pembuktian  Hak Baru;
h. Pembuktian Hak Lama;
i. Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis dan Hasil Pengukuran.

j. Pengesahan Hasil Pengumuman Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis;
k. Pembukuan Hak;
l. Penerbitan Sertifikat.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa tergugat selaku BPN tidak cermat dan tidak teliti dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari  pengukuran hingga peneribitan sertifikat yang seharusnya tidak dilakukan karena sertifikat tersebut sudah menjadi hak orang lain, kemudian dilihat dari prosedur pendaftran tanah berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “ Ayat (1) Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik

b. Pembuktian hak dan pembukuannya

c. Penerbitan sertifikat

d. Penyajian data fisik dan data yuridis”

e. Penyimpanan data umum dan dokumen

“ Ayat (2) Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : 

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.”


Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut Tergugat sebelum memberikan suatu hak atas tanah, terlebih dahulu Tergugat diwajibkan untuk bertindak secara cermat dan teliti terhadap data-data yang diajukan pemohon sertipikat baik mengenai data fisik dan data yuridis, disamping itu setelah sertipikat yang dimohonkan oleh pemohon sertipikat diterbitkan, Tergugat diwajibkan untuk melakukanpemeliharaan terhadap data-data pendaftaran tanah baik terhadap adanya peralihan, pembebanan hak maupun adanya perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG tentang pembatalan sertifikat karena overlapping

Asas akuntabilitas dianut oleh 6 UU, yaitu, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2009, UU ASN 2014, UU Ombudsman 2008. Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur–unsur yang terkandung dalam asas akuntabilitas menurut UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014 dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggara Negara;

b. Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat;

c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, unsur-unsur yang terkandung dalam asas akuntabilitas menurut UU PB 2009:

a. Penyelenggaraan pelayanan;

b. Harus dapat dipertanggungjawabkan;

c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, unsur-unsur yang terkandung dalam asas akuntabilitas menurut UU ASN 2014:

a. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN;

b. Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.


Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik–baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Yulita 2016). Pertanggungjawaban kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945  .
Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh besar (dampak), dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal sampai akhir, kegiatan termasuk kegagalan dan keberhasilannya wajib dilaporkan secara tertib. Dengan prinsip ini setiap aparatur bisa digugat/dituntut bila ada kegagalan yang dialami karena kesengajaan/kelalaiannya. 


Namun, dalam putusannya, hakim tidak menyertakan asas akuntabilitas dan hanya menyertakan dua asas, yakni asas kecermatan dan asas akuntabilitas. Menurut saya seharusnya hakim dalam putusaanya menyertakan putusan akuntabilitas, karena : 

a. Menurut Chander dan Plano dalam Joko Widodo, membedakan asas akuntabilitas dalam lima macam yakni :

1. Fiscal accountability, merupakan tanggung jawab atas dana public

yang dilakukan.

2. Legal accountability, tanggung jawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Program accountability, adalah tanggung jawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.  Process accountability, tanggung jawab atas pelaksanaan prosedur.

5. Outcome accountability, tanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas (Harahap 2018). 
Dari perspektif istilah, akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam konteks administrasi dan kebijakan publik memuat pertanggungjawaban administrasi dan organisasi, pertanggungjawaban legal, pertanggungjawaban profesi, dan pertanggungjawaban moral. Indikator minimal dalam accountability adalah pertama, adanya kesesuaian tugas dengan standar prosedur pelaksanaan dan kedua adanya waktu yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, perangkat pendukung indokatornya adalah mekanisme pertanggung jawaban, laporan tahunan, laporan pertanggung jawaban, sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, sistem pengawasan, dan mekanisme reward and punishment (Harahap 2018).
b. Asas aakuntabilitas berkaitan dengan asas kecermatan dan aasa kepastian hukum

Telah dijelaskan diatas bahwa asas kecermatan menghendaki adanya ketelitian dan kecermatan. Dalam kasusu ini, BPN selaku tergugat harusnya lebih dalalam mengelurakan sertifikat, dan dalam prosesnya seharusnya BPN juga berhati hati agar sertifikat yang dikelurkan nya nati tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya asas kepastian hukum, dalam kasus ini harusnya penggugat memiliki kepastian hukum setelah  sertifikat hak atas tananhya diterbitkan oleh tergugat  namum karena masalah ini akibatnya penggugat tidak mendapat kepastian hukum . Asas kecermatan dan kepastian hukum harusnya memunculkan tanggung jawab ASN yang dalam kasus ini yaitu BPN untuk melakukan tugasnya dengan cermat dan memunculakn adanya kepastian hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara benar kepada masyarakat.
c. Dalam kasus ini jelas tidak terlihat bentuk tanggung jawab tergugat, yakni tidak cermat saat Muhammad Nur mengajukan pembuatan sertifikat hak atas tanah yang ternyata sebelumnya sudah dimiliki oleh penggugat, selain itu bentuk kelalaian tanggung jawab dan profesionalitas yakni saat pengukuran anah terutama saat pemasangan patok terdapat saksi, yakni Rofik Khamdani (menjabat sebagai Kadus sejak tahun 2013 ) dari penggugat yang mengetahui pengukuran pengembalian batas terakhir yang dilakukan BPN terhadap tanah objek sengketa,  BPN memang  datang kelokasi tetapi tanah itu tidak diukur, hal ini berarti  tergugat mengabaikan tanah yang telah terdaftar milik penggugat dan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk mengukur ulang dan mengecek tanah tersebut. Ketidaktelitian Tergugat dalam mengeluarkan surat yang mengakibatkan  dikeluarkannya sertifikat ganda atas nama berbeda. Bentuk tanggung jawab yang terakhir dan harus dilakukan tergugat ialah dengan membatalkan sertifikat hak milik atas tanah kepunyaan Nur Huda yang dalam hal ini juga telah dirugikan oleh tergugat. 
d. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 63 menyebutkan :

(1) Sertipikat hakatas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan

(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan / atau pendaftarah hak tanah

b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan /atau sertipikat pengganti

c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat

d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan /atau perhitungan luas

e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah

f. Kesalahan subjek dan/atau objek hak atas tanah

g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan

Dari keterangan diatas terdapat cacat hukum dari sisi asas akuntabilitas, yakni cacat prosedur dalam proses pengukuran dan pemetaan. Hal ini termasuk tidak mengukur ulang dengan benar yang berarti juga mengabikan tanggung jawab sebagai petugas tanah. 

e. Dalam hal ini petugas BPN adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangandan siapa yang berwenang dia yang  harus bertanggung jawab.  Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik–baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. 

Dari beberapa alasan diatas sudah jelas mengapa asas akuntabilitas harusnya di masukkan dalam putusan dan pertimbangan hakim karena perbuatan tersebut juga melanggar AUPB selain Asas kecermatan dan kepastian hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

a. Berdasarkan Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG Pertimbangan majelis hakim secara keseluruhan dalam membuat putusan tersebut sudah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi tumpang tindih atas penerbitan Objek sengketa a quo oleh Tergugat di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 3800/Desa Kebonbatur tanggal 26 Maret 2006 Surat Ukur Nomor : 01454/02.03/2003 tanggal 24 Pebruari 2004 luas : 2.184 m² atas nama Penggugat” . sudah terlihat jelas dari keterangan diatasa bahwa telah terjadi tumpang tindih pada objek sengketa yang mengakibatkan keluarnya sertifikat ganda. Dalam kasus ini terdapat beberapa cacat hukum yang mengakibatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN demak menjadi sertifikat ganda.  Dibalik itu tentu saja terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pejabat tersebut . Siapa yang berwenang dia yang bertanggung jawab. 
b. Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik–baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Asas akuntabilitas terdapat Process Acountability yakni tanggung jawab atas pelaksanaan prosedur. Dalam kasus diatas terdapat cacat prosedur yang dilakukan oleh BPN sehingga temasuk pelanggaran asas akuntabilitas. Dalam pertanggung jawabannya juga terdapat tanggung jawab profesi termasuk kemampuan yang mumpuni. Dalam hal ini BPN tentu saja sudah memilik profesionalitas yang tinggi sehingga seharusnya kejadian sertifikat ganda ini tidak terjadi. Pertanggungjawaban kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa Asas akuntabilitas seharusnya disertakan dalam putusan hakim karena perbuatan tersebut juga melanggar AUPB selain Asas kecermatan dan kepastian hukum. 

Saran

Diharapkan kepada penegak hukum terutama Majelis Hakim yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam peradilan untuk memberikan putusan untuk selengkap lengkapnya dan sesuai fakta yang ada. Hal tersebut mungkin bisa sangat berarti di persidangan. Dalam kasus ini seharusnya penegak hukum bisa memasukkan asas akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab tergugat pada penggugat.
Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional terutama dikabupaten demak untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali pelaksanaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, karena mengingat masih banyaknya kesalahan (tidak teliti, tidak cermat, dan tidak hati – hati ) yang menyebabkan terjadinya kesalah pahaman di masyarakat. Hal tersebut bisa di minimalisir dengan mengikuti prosedur secara benar dan runtut, melakukan pemberkasan yang rapi dan teroganisir serta selalu melakukan pembaruan data agar data yang lama maupun data yang baru masuk dapat tersinkronisasi. 

Diharapkan kepada masyarakat juga agar lebih berhati – hati dana apabila terdapat permasalahn mengenai tanah terutama sertifikat ganda untuk segera melaporkan ke pihak yang terkait sehingga bisa dilakukan penyelesaian secara tepat dan musyawarah mufakat. Namun jika pada akhirnya masih belum menemukan titik terang dalam permasalahn terebut hendaknya segera diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga diharapkan dapat menerima segala konsekuensi dan menjalani keputusn dari pengadilan.
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Sumber Bahan Hukum

Undang – undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696 

Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Putusan Nomor 170G/2018/ PTUN.SMG Tentang pembatalan sertifikat karena overlapping ( Sertifikat Ganda) 
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